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KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Sub Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur telah selesai dilaksanakan.

Laporan ini berisikan uraian pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan capaian kegiatan
yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran,
masukan dan manfaat dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur untuk perbaikan
pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun disadari
masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami mohon saran dan
kritikan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, 30 Desember 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan
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Rahmi Laila, S.Si, M.Si
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan
untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan
memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri
merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing),
penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara
umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan (growth), perbaikan (improvement), dan
perubahan (change). Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah
upaya untuk eksploitasi dan ekplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai
pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara
perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). Pada UU tersebut dinyatakan bahwa perencanaan
pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) dengan periode
1 (satu) tahun.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk
mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta
mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud
sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor infrastruktur dan
pengembangan wilayah maka dilaksanakan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Melalui sub kegiatan
ini diharapkan dapat menginventarisir permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan
informasi serta peningkatan sinergitas proses perencanaan dan sumber pendanaan lainnya
seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, Hibah dan sebagainya.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan

Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;

Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang
encana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 — 2032 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 79)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);

1.2. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah :

1.

Mewujudkan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan lingkup bidang
infrastruktur antar perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;

. Mendukung perencanaan dan program kerja dari sumber pendanaan APBN, Dana Alokasi

Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya

. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan

infrastruktur.
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1.3. HASIL KEGIATAN

Hasil dari Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur adalah :

1. Meningkatnya sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan sektor infrastruktur antar
perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;

2. Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait isu strategis lingkup infrastruktur antar perangkat
daerah, pusat dan kabupaten/kota;

3. Terwujudnya sinergitas sumber pendanaan lainnya seperti DAK, APBN, Hibah dan
sebagainya.

1.4. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Sub Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur :
1. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan sektor infrastruktur antar
perangkat daerah, pusat dan kabupaten/kota;
Melaksanakan Rapat Koordinasi Danau Prioritas;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan
infrastruktur

n

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :

1. BAB | PENDAHULUAN
Bagian Pendahuluan berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan
sistematika penulisan

2. BAB Il PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada bagian ini dipaparkan pelaksanaan kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

3. BAB Il PERMASALAHAN

Bagian ini menjelaskan tentang indentifikasi permasalahan Sub Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur

4. BAB IV PENUTUP
Penutup berisikan kesimpulan
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BAB I
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Sinergitas dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Sektor Infrastruktur Antar
Perangkat Daerah, Pusat Dan Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Batanghari

1. Sidang | Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Batanghari
TA 2023, 6 s.d 7 April 2023
1. Rekomendasi Sidang | TKPSDA WS Batanghari sebagai berikut:

a) TKPSDA WS Batanghari merekomendasikan kepada instansi terkait atau pihak
yang berwenang dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas air danau
sipin;

b) TKPSDA WS Batanghari merekomendasikan kepada instansi terkait atau pihak
yang berwenang untuk menyusun master plan atau rencana induk
pengembangan objek wisata Danau Sipin dengan melibatkan masyarakat
setempat, Komunitas Peduli Danau atau Pokdarwis;

c) TKPSDA WS Batanghari mendorong Komunitas Peduli Danau dan Pokdarwis
yang mandiri dengan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Jambi dan Pemerintah Kota Jambi.
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2. Sidang Il Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Batanghari
TA 2023, 19 Juni 2023
Adapun Agenda Sidang Il TKPSDA WS Batanghari TA 2023 yaitu :

1.

2.

Serah Terima Jabatan Ketua TKPSDA WS Batanghari lama Bapak Medi Iswandi,
ST., MM ke Ketua TKPSDA WS Batanghari

Paparan 1 oleh Subdit Perencanaan Teknis dan Kelembagaan, Direktorat Bina OP
dan Pemeliharaan, Ditien Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Bapak Ir.
Muhammad Mubarak, S.P. melalui Zoom Meeting mengenai Perumusan Pendayaan
Kelembagaan Pengelolaan SDA melalui TKPSDA WS

Paparan 2 oleh Bapak Ir. Dery Herwandy, S.T., M.T. mengenai Updating
Pendayagunaan Kelembagaan Pengelolaan SDA TKPSDA WS Batanghari

Rapat komisi dan dilanjutkan dengan Penyusunan rekomendasi TKPSDA WS
Batanghari

3. Sidang lll TKPSDA Wilayah Sungai Batanghari TA.2023, 28-30 Agustus 2023
Adapun Agenda Sidang Ill TKPSDA wilayah sungai Batanghari TA.2023, yaitu:

1.

Paparan | 29 Agustus 2023 disampaikan oleh Bapak Arif Ma'rufi, SP, M.Si.selaku
Narasumber dari BMKG Stasiun Klimatologi Muaro Jambi dengan materi Persiapan
menghadapi El Nino.

Paparan Il 29 Agustus 2023 disampaikan oleh Ibu Tsabitah Aditya, ST., MPSDA
selaku Narasumber dari Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan
Kelembagaan, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditien Sumber Daya Air,
Kementerian PUPR melalui zoom meeting dengan materi Penjelasan Tentang
Rencana Alokasi Air Tahunan.

Paparan Ill 29 Agustus 2023 disampaikan oleh Ibu Dewi Yoesoef ST. selaku
Narasumber dari PPK OP I, BWS Sumatera VI dengan materi Pelaksanaan RAAR
dan Draft RAAT WS Batanghari.
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4. Sidang IV TKPSDA WS Batanghari TA 2023, 18-19 Oktober 2023
Adapun tema dari kegiatan ini yaitu Sinkronisasi Program dan Kegiatan WS Batanghari
serta Persiapan Menghadapi Resiko Intensitas Curah Hujan Tinggi.

SIDANG IV TKPSDA

WS Batangharl TA 2023

5. Sidang V TKPSDA Wilayah Sungai Batanghari TA .2023, 14-15 November 2023

Adapun Agenda Sidang V TKPSDA Wilayah Sungai Batanghari TA.2023, yaitu:

1. Penyampaian hasil pelaksanaan TUSI dan Evaluasi TKPSDA WS Batanghari Periode Il
(2018-2023).

2. Sidang Pleno terkait pelaksanaan TUSI dan Evaluasi TKPSDA WS Batanghari Periode

I1 (2018-2023).

Penyusunan rekomendasi untuk TKPSDA Periode Il (2023-2028).

4. Penutupan masa tugas TKPSDA Batanghari Periode Il (2018-2023).

g

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS Kampar
1. Sidang Pleno | TKPSDA WS Kampar

Berdasarkan hasil Sidang Pleno IV Tahun 2022 yang telah disepakati tahun lalu, maka
agenda pada Sidang Pleno | TKPSDA WS Kampar Tahun 2023 ini adalah membahas
mengenai isu strategis yang berada pada Wilayah Sungai Kampar dengan Tema :
Penyelamatan Catchment Area di Hulu Wilayah Sungai Kampar dan yang menjadi Ketua
Sidang yaitu Kepala Balai Wilayah Sumatera Ill Pekanbaru, Bapak Ir. Sahril, Sp.PSDA
didampingi Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan selaku Ketua Sekretariat TKPSDA WS
Kampar, Ibu Reno Diah Putri, S.T.
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Wilayah Sungai Kampar sendiri mengalir pada 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan
Provinsi Riau, sehingga pada Sidang Pleno | ini telah disepakati untuk mengangkat 2
identifikasi permasalahan terkait catchment area yang berada di provinsi masing-masing,
yaitu untuk di Provinsi Sumatera Barat mengenai alih fungsi lahan akibat adanya
penambangan mineral dan batuan di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota
dan untuk yang berada di Provinsi Riau mengenai penyelamatan waduk PLTA Koto Panjang
akibat alih fungsi lahan.

SIDANG PLENG|
TRESDA WS W Pan

s )

» 5 SIDANG PLEND |

2. Sidang Pleno Il dan Ill TKPSDA WS Kampar
Pada hari Selasa 29 Agustus 2023, Balai Wilayah Sungai Sumatera Ill, melalui PPK PSDA
Ibu Putri Vinia Jaramenda, S.T., telah melaksanakan kegiatan Sidang Pleno || TKPSDA WS
Kampar Tahun Anggaran 2023 yang bertempat di The Zuri Pekanbaru.
Pada Sidang Pleno Il TKPSDA WS Kampar juga telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan
Ketua TKPSDA WS Kampar Periode | Kepengurusan Tahun 2023-2025 yang sebelumnya
dijabat oleh Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau menjadi Kepala Bappeda Provinsi
Sumatera Barat serta dihadiri secara langsung oleh Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau, Bapak Muh. Arief Setiawan, M.T. dan Kepala Dinas SDA BK Provinsi Sumatera Barat,
Bapak Ir. Fatol Bari, M.Sc.Eng.
Sidang Pleno Il TKPSDA WS Kampar ini membahas terkait Pendayagunan Kelembagaan
SDA pada Wilayah Sungai Kampar.
Selanjutnya pada hari Rabu 30 Agustus 2023, dilaksanakan Sidang Pleno IIl TKPSDA WS
Kampar dengan pembahasan penyusunan Rencana Alokasi Air Tahunan WS Kampar
Tahun 2023/2024. Sidang Pleno Il TKPSDA WS Kampar ini juga telah dihasilkan Draft
Rekomendasi Penyusunan RAAT WS Kampar yang selanjutnya akan ditandatangani oleh
Ketua TKPSDA WS Kampar yang sekarang untuk dapat ditetapkan RAAT WS Kampar oleh
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SIDANG PLENO 11
TRPSOA WS KAHPAR
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Pada Sidang Pleno IV ini agendanya adalah penyelamatan Cacthment Area WS Kampar

dengan membahas 4 rekomendasi yang telah dihasilkan pada saat Rapat Pokja Isu

Strategis Penyelamatan Catchment Area WS Kampar dan pada sidang pleno ini

pembahasan dilakukan dengan memprioritaskan rekomendasi pada rapat pokja dan telah

disepakati, yaitu :

1. Mendorong kajian perhitungan insentif Imbal Jasa Lingkungan (IJL) untuk Iplementasi
Imbal Jasa Lingkungan (IJL)

2. Membuat baseline data terkait catchment area PLTA Koto Panjang

3. Pemberian akses kelola kepada Masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS)

4. Pembangunan Posko Digital Penegak Hukum Kehutanan

ST e
" SIDANG PLENO IV

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA WS Rokan

1.

Sidang Pleno | TKPSDA WS Rokan

Balai Wilayah Sungai Sumatera Il Pekanbaru, melalui PPK PSDA Ibu Putri Vinia Jaramenda,
S.T mengadakan Sidang Pleno | Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai Rokan (TKPSDA WS Rokan) TA 2023, bertempat di Hotel Prime Park Pekanbaru (21
Juni 2023).

Sidang Pleno | TKPSDA WS Rokan beragendakan Sosialisasi Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air (RPSDA). Sidang Pleno | TKPSDA WS Rokan dihadiri oleh 40 dari 52 anggota.
Dalam sidang ini turut hadir beberapa orang narasumber dari Kementerian PUPR (Subdit
KPPSDA dan Subdit Perencanaan Teknis dan Kelembagaan) serta Konsultan Individu BWS
Sumatera Il Pekanbaru.

L SIDANG PLENO T { =
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2. Sidang Pleno lll TKPSDA WS Rokan
Sidang Pleno Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) Wilayah Sungai Rokan DAS Rokan
Tahun 2023/2024, dengan rekomendasi :

1.

Alokasi air merupakan penjatahan air permukaan untuk berbagai keperluan pada suatu
wilayah sungai dalam memenuhi kebutuhan air bagi para pengguna dari waktu ke waktu
dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas air, berdasarkan asas pemanfaatan umum
dan pelestarian sumber air.

. Alokasi air telah memperhitungkan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan dan

ketersediaan air pada WS Rokan (DAS Rokan) secara adil, transparan dan akuntabel
sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Melalui serangkaian sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah

Sungai Rokan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
a. Skenario yang diputuskan adalah Skenario Tahun Normal.
b. Urutan prioritas pengalokasian air sebagai berikut (berdasarkan UU SDA No. 17 Tahun

2019):

1) Hak Rakyat atas air (hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air
sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
dan peraturan berlaku lainnya);

2) Memperhatikan kebutuhan air keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan
lingkungan hidup pada wilayah yang bersangkutan;

3) Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;

4) Kebutuhan usaha lainnya (industri lainnya).

c. Langkah yang perlu dilakukan bila terjadi defisit neraca air adalah:

1) Koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan suplai air bersih bagi
penduduk yang terdampak dengan penyediaan mobil tangki, pompa air dan
sebagainya;

2) Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi perlu dilakukan pengaturan pemakaian air
(rotasi/golongan) dengan memperhitungkan penambahan sarana dan prasarana
penampungan air.

d. Berdasarkan hasil perhitungan neraca air pada DAS Rokan berdasarkan perhitungan

Rencana Alokasi Air Tahunan 2023, adalah sebagai berikut:

1) Ketersediaan air : 19.474 juta juta m®/tahun,

2) Kebutuhan air: 315 terdiri dari 57 pengguna (PDAM/Industri/Irigasi)
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Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air TKPSDA WS INDRAGIRI-AKUAMAN

1. Sidang Pleno | TKPSDA WS Indragiri-Akuaman
Tantangan pengelolaan Sumber Daya Air yang semakin meningkat akibat perubahan kondisi
lingkungan membutuhkan strategi pengelolaan yang tepat dalam upaya konservasi SDA,
pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Aspek konservasi, pendayagunaan,
dan pengendalian daya rusak air harus dikelola secara bersama-sama, baik antar sektor
maupun antar lembaga agar tercipta koordinasi yang baik dalam pembuatan kebijakan di
bidang Sumber Daya Air.
Integrated Water Resources Management atau Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
merupakan upaya pengelolaan sumber daya air dalam suatu konteks kesatuan wilayah
sungai tanpa mengorbankan ekosistem yang di dukung oleh pelibatan stakeholder dalam
bentuk pemberdayaan kelembagaan. Mengingat pentingnya peran stakeholder pengelola
Sumber Daya Air dalam mewujudkannya, Menteri PUPR telah menetapkan anggota Tim
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman
yang terdiri dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Sumatera Barat dan Riau yang
berkaitan dengan sumber daya air guna mendukung keterpaduan pengelolaan SDA dalam
bentuk perumusan kebijakan.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring isu- isu strategis terkait pengelolaan Sumber Daya Air
di WS.Indragiri-Akuaman. Agenda yang akan di bahas dalam sidang ini adalah Sosialisasi
Rencana PSDA WS Indragiri-Akuaman dan program kerja TKPSDA WS Indragiri-Akuaman
Tahun 2023.

2. Sidang Pleno Il TKPSDA WS Indragiri-Akuaman

Sidang Pleno Il TKPSDA WS Indragiri-Akuaman ini membahas terkait Pendayagunan
Kelembagaan SDA pada Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman

4. Sidang Pleno Illl TKPSDA WS Indragiri-Akuaman
Berdasarkan Permen PUPR No. 17 tahun 2017, salah satu fungsi dari Tim Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS. Indragiri-Akuaman adalah pengintegrasian
dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antar pemilik kepentingan
dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman.
Fungsi TKPSDA tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Sidang Pleno Ke-Ill TKPSDA WS
Indragiri-Akuaman yang dilaksanakan untuk membahas antara lain Sidang pleno
Pembahasan tentang Rancangan Alokasi Air Tahunan (RAAT) DAS Anai Tahun 2023, dan
Pembahasan mengenai Aktivitas Galian C di WS Indragiri-Akuaman.

BALAI HILAYAH SUNGAE g e e LPUER

SUMATERA ¥ PADARG
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Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Batang
Natal Batang Batahan (BNBB)

1.

Sidang | Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai
(WS) Batang Natal Batang Batahan (BNBB) 15 Maret 2023 sampai 17 Maret 2023.

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Batang
Natal Batang Batahan (BNBB) menggelar Sidang perdana TKPSDA WS BNBB di Tahun
Anggaran 2023 di Hotel Truntum, Padang. Sidang ini diselenggarakan selama 3 hari yang
dimulai dari Rabu, 15 Maret 2023 sampai Jumat, 17 Maret 2023.

Sidang dibuka oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera
Barat Fathol Bari selaku Ketua Harian TKPSDA WS BNBB. Dalam sambutannya
menyampaikan agenda yang dibahas dalam sidang ini merupakan sharing story.

“Berdasarkan Rapat Pimpinan TKPSDA WS BNBB yang dilakukan pada tanggal 10 Maret
2022, bahwa agenda sidang adalah membahas sharing story peranan organisasi
masyarakat (Non Pemerintah) dalam pengelolaan sumber daya air di WS BNBB,”

Dipimpin Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Dinas Sumber Daya Air dan
Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, Rahmad Yuhendra sidang berlangsung dengan
masing-masing organisasi masyarakat menjabarkan kegiatan-kegiatan yang sudah
dilakukan khususnya pada pengelolaan sumber daya air.

Staf Ahli Kesekretariatan TKPSDA WS BNBB, Dinsyah Sitompul menjelaskan dilakukannya
Sharing Story untuk mengetahui tupoksi masing-masing lembaga non pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya air.

Di Akhir Sidang dilakukan penyerahan piagam secara simbolis kepada Pimpinan Sidang
yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA, Novita Rahmadani
selaku Kepala Sekretariat TKPSDA WS BNBB. Penyerahan piagam tersebut dilakukan
karena Sidang ini merupakan Sidang terakhir bagi Anggota TKPSDA periode 2018-2023.
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Gas Rumah Kaca

Pembangunan Berketahanan lklim : Konsep, Kategori Aksi, dan Metodologi

Sektor Air

Dampak Perubahan lklim terhadap Sektor Air di Indonesia :

Peningkatan musim kemarau dan ketersediaan air beberapa wilayah mengalami penurunan
intensitas curah hujan yang akan mengakibatkan :

* Meningkatkan Potensi kekeringan

* Meningkatkan Potensi penurunan ketersediaan air

Proyeksi lklim Indonesia menunjukan kenaikan suhu pada tahun 2100 mencapai:

* 1.5°C dengan skenario RCP4.5

+ 3.5°C dengan skenario RCP8.5

Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Bahaya lklim Sektor Air : Sebanyak 12 provinsi dari 34
provinsi memiliki potensi kerugian ekonomi akibat bahaya iklim pada Sektor Air.

Definisi dan Pendekatan Aksi Ketahanan lklim

“Aksi Ketahanan Iklim adalah tindakan antisipasi yang terencana ataupun spontan untuk
mengurangi nilai potensi kerugian akibat ancaman bahaya, kerentanan, dampak, dan risiko
perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat di suatu wilayah*

Konektivitas Pembangunan Berketahanan lklim terhadap Kebijakan dan i Semenss
Dokumen Perencanaan

Lokasi Prioritas

Menentukan lokasi
terdampak bahaya iklim &
bencana pada level
Kota/Kabupaten

Strategi Sektoral

. ~ Merespon masalah
sisir hessiin e bahaya iklim dengan
strategi yang tepat pada

tiap sektor Kebijakan dan

Dokumen
Perencanaan

2

Infrastruktur

Teknologi Peningkatan
Kapasitas

Intervensi Aksi Pembangunan
Tata Kelola

& Pendanaan Berketahanan Iklim
Menentukan intervensi

%ﬁi} aksi sektoral pada lokasi

Pendekatan

prioritas

Sebaran Lokasi Prioritas Aksi Ketahanan Iklim pada Sektor Air

@ Dari 514 Kabupaten/ 40% Sektor Air
Z=\ Kota di Indonesia: (melingkupi 208 Kab/Kota)
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Daftar Aksi Ketahanan lklim

SEKTOR AIR

12 Ikl

ber Daya Air Untuk P

»
) Kemeonterian PPN/
Happenss

dan Mitigasi Daya Rusak

Foryediaan bangunan
penampung air

Kegiatan Inti
Famiangunan bendungan

Penprapan teknologl daur ulang

Kegiatan Inti
[Penarapar Saa Water Reverse Dsmasis |SWRD) di

amaung dan reklamasi alr wilayah kepulauan

Pembangunan 1an peiyestaan medi penampung air Ulang air lmE=n |
ketahanan bencana kokaringan recycle) mungadi air bersih

Pembangunan tangk atau tandan air di wiayah pesisic Peregahan kehilangan air ikan

dan kepulauan yang tesdampak kelangkaan air tawar
dlan intrusi air kaut

knolapi deteks b=aocoran ping sit

Rehabilitssi daersh tangkopan air,

Perlindungan-dan rehabilitasi terhadap ekosistern lahan|

tarmasuk lahan pembaRganan sekat
gambut dan rawa karal]
bhan secara vegetati
Panyediasn bibit vegetasi hwtan berkualitas dan
produkisf
[Penerapan teknclogl pan teknalcg) mac {umtuk
| debit air b kekerd pun
e
Penerapan tebnalogi injeksi air dari bianjir

Penanganan banjic

Pembangunan dan penyesuaian infrastruktur
sumbier daya air unt bencana banic

[Pembangunan drzinase yang adapiif terhadap

curah hujan/ftitk 1

Pembangunen pelindung lepian alau Lehing surgai
[clari vegetasi)

[Pengarukan wai, dana, sungai, dan saluran si

Pembangunan Surur EsIpan Maupu 35pal peryerap
|ar (geopari] untuk mengatasi kakehihan impasan air

hufan untuk mencegat kekeringan 8

l'-‘a'.\_ f N8

“a

’chnmww PPN}
Fanpsnas

Daftar Aksi Ketahanan lklim

Strategi:

ber Daya Air Uniuk Pemenuhan Suplai Air Bersih dan Mitigasi Daya Rusak

Alr ciar P im

Aksi
an Pendukung

Kegiatan Pendukung
Pengembangan dan pEnerapan 3

Pengembangen inovas dan efensi

Das chpsistom DAS toknolog informast Sumber air
Fengembangan dan peneranan Teknolog Galine Duya Alr Legga
Meviitevinig untuk deteks permukaan air surgai, muks Sosinlisas pernanfsatan teknoiogh pengolahan air
air taah, dan lingkungan = inasi alr [3ut dan alr dai ulang
PengRmbangan pemantauan kerentanan sistem dan Sumber v K dalam p
faringan pasaksn s« tarhadan dempak perubahan Oaya Ar husus Kawasan Lindung Al Taneh

Tlim ceci

Pengembangan eanalag yang meraduks

pendangkalan sunga, wadui, Eendungan dan
it

PenyLsunan Karma, Standar, Prasedur, Kritera

|KsPE| Peagambangan Rencana Induk Sistom
Air Minum

FanyusuRan Marma, Standar, Prosedur, Kritera

(58] bitang sumher daye air

3
valogi ecobdiealc pada sunga
sistenm informas kerentanan ekusislenn

dia s bk dan air
Peningkatan kapasitas Feningkatan kap: pemerintah pusat dan daerah
pemerintah terkait Sumber Daya | terkait ketsh, Il sektar air
alr Penyalengpara bimbingan teknis standar

Infrastrukiur sumber caya alr yang adaptif terhadsp

Bandungan, @mbung, dan bengunan pEnamgung 3

lainrys g

Pembangunan Berketahanan lklim : Konsep dan Kategori Aksi
Sektor Kesehatan

Dampak Perubahan Iklim di Indonesia
* Peningkatan suhu,

* Perubahan pola curah hujan

* Kelembaban

* Cuaca ekstrim

Peningkatan Kasus DBD,
Malaria, dan Pneumonia

—>

Kemarsarian FRb)
Dapgenas

Sebaran Lokasi Prioritas Aksi Ketahanan Iklim
pada Sektor Kesehatan
Lokasi Prioritas Kelahonan Tklim

Sektor Kesehatan

Jermom Serdarh Dengue

Demam Berdarah

- Super Priaritas: Kab, Pesaweran,
W, K, Parvleglang, Kab.
ataban, sab. Aor, Kb, Lembata,
Kab. Malska, Kab. Manggarai Baral.
Kan, Taluk Wondama

* Top Priorias: 48 Kabkota

+ Prioritas- 45 Kanom

Super Prioritas. (4. Pesmwarar,
K, Alor, Kab, Malska, Kab. Timor
Ka, Tengah Seiatan, Kad, Maku
Tenggara, Kal. Scram Bagian Sam,
Kb, Jayapuira, Kab. Mermran:.
Raya, Kals. Merauke, Kzt Nabire,
K.
+ Top
£ Prig

Sarmi
Prioritas; 25 Kanikoa
Kk

+ Super Prioritas. Kab. Pandegiang
» Top Priveitas. 23 KabiKola
- Priaritas: 34 KehiKoka

Dari 514 Kabupaten/

Kota di Indones!
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Pembangunan Berketahanan lklim:Konsep, Kategori Aksi, dan Metodologi

Sektor Pertanian

Dampak Perubahan lklim terhadap Sektor Pertanian di Indonesia

Peningkatan musim kemarau dan perubahan fisiologis tanaman padi ——> Meningkatkan
Potensi penurunan produksi padi

Sebaran Lokasi Prioritas Aksi Ketahanan lklim pada Sektor Pertanian

Kok o Ssior Pessnin T [ [T

+ Super Priorites: 165 <ab¥Koly

+ Top Prioeitas: 160 Kakikats
+ Prionitas: 33 Mabikota

Dialog Nasional “Antisipasi Dampak Perubahan lklim untuk Pembangunan Indonesia

Emas 2045”, 21 Agustus 2023

Pembangunan Berketahanan Iklim dalam RPJPN 2025-2045 Ketahanan Sosial, Budaya, dan

Ekologi

IE 15: Lingkungan Hidup Berkualitas

IE 16: Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

IE 17: Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Strategi Pembangunan Berketahanan Iklim

Sektor Kelautan & Pesisir

e Pembangunan grey infrastructure (sea wall, breakwater, spillway);

e Nature based solution (pembangunan green belt), pembangunan sarana dan prasarana
yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim, Pengembangan teknologi
pemanfaatan air laut

e penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata
ruang wilayah

Sektor Air

Peningkatan tata kelola Sumberdaya Air, Efisiensi dan Efektivitas Teknologi Sumberdaya Air,

Konservasi Sumber Daya Air, Penerapan Prinsip water accounting

Sektor Pertanian

e Penerapan Smart Agriculture

Pengembangan kualitas dan daya saing SDM lokal

Penguatan system rice intensification (SRI),

Penerapan Pertanian Adaptif dan Rendah Karbon

Modernisasi perbenihan/perbibitan varietas baru adaptif kekeringan
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Sektor Kesehatan

Pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penyakit yang
dipengaruhi oleh iklim di sektor kesehatan

Target Resiliensi Bencana & Perubahan lklim

Target Resiliensi Bencana & Perubahan Iklim

Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana
Relatif terhadap PDB (%)

Target Pembangunan yang Terkait

Kemandirian Pangan
Prevalensi Ketidakcukupan pangan (%)

Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)

2025 (baserine): 66,7 2045 (sasaran): 200
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap
Minum Perpipaan (%)

2025 (baseline): 39 2045 (sasaran): 100

Diturunkan ke dalam
Target dan Arah Pembangunan Wilayah

Kebijakan Pembangunan Berketahanan lklim Konvergensi Peningkatan Ketahanan Iklim dan
Penanggulangan Bencana

Diperlukan transformasi dan transisi sistem untuk mengurangi kerentanan dan risiko terkait iklim
menjadi Pembangunan

Manfaat Ketahanan lklim :

« Pengurangan kerugian ekonomi (PDB)

+ Penguatan Kapasitas Masyarakat menghadapi dampak bahaya perubahan iklim

« Menurunkan tingkat kerentanan wilayah

* Mengurangi tingkat Kemiskinan

+ Kualitas lingkungan hidup membaik Implementasi Ketahanan Iklim

« Menentukan lokasi terdampak bahaya iklim & bencana pada level Kota/Kabupaten

+ Merespon masalah bahaya iklim dengan strategi yang tepat pada tiap sektor

* Menentukan intervensi aksi sektoral pada lokasi prioritas

Danau Prioritas Nasional

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2021 tentang

Penyelamatan Danau Prioritas Nasional,

a. terdapat Strategi, Program dan Kegiatan yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

b. tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksananaan Strategi, Program da Kegiatan dimaksud,
sehingga saat ini kita perlu bersama-sama mengevaluasi capaian implementasinya.
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Hasil evaluasi menjadi masukan penting bagi penyempurnaan Program Penyelamatan Danau
selanjutnya, dan bagi substansi teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2025-2029.

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia, berkomitmen untuk mengupayakan

tercapainya agenda bersama yang terkait dengan air:

a. Tahun 2020-2030 merupakan periode evaluasi pencapaian SDGs, dimana salah satu
targetnya adalah perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait air yang salah satunya
adalah danau (Target 6.6),

b. Tahun 2018-2028 merupakan dekade PBB untuk aksi “Air bagi Pembangunan
Berkelanjutan”, dan

c. Tahun 2021-2030 merupakan dekade PBB untuk aksi “Restorasi Ekosistem”.

Dengan memperhatikan pentingnya penyelamatan danau baik di dalam negeri maupun di

negara-negara lain, menguatkan komitmen pada pencapaian SDGs, serta mengangkat

momentum dekade PBB untuk aksi air dan restorasi ekosistem, Indonesia telah menginisiasi
resolusi Sustainable Lake Management yang diterima oleh semua negara anggota PBB pada

Sidang PBB Bidang Lingkungan Hidup atau UNEA ke-5 tahun 2022 di Nairobi, Kenya. Perlu

saya garis bawahi bahwa upaya kita tidak berhenti sampai diterimanya resolusi, tetapi justru

diharapkan menjadi spirit agar Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan, kinerja dan aksi-
aksi terbaiknya dalam pengelolaan danau.

pl
¥ U 15 DANAU PRIORITAS NASIONAL INDONESIA BerAKHLAK

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2021

.4- i | ——— I
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Permasalahan danau secara umum

* Pengurangan volume tampungan dan luas danau yang disebabkan oleh pendangkalan
danau akibat laju sedimentasi yang tinggi dan okupasi sempadan danau yang tidak sesuai
dengan peruntukkannya;

* Penurunan kualitas air danau akibat pembuangan limbah

» domestik dan industri, limbah pertanian pakan ikan dari

» aktivitas perikanan yang menyebabkan ledakan populasi alga;

» Kerusakan daerah tangkapan air danau; dan

* Penurunan keanekaragaman flora dan fauna yang spesifik.
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PERENCANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANAU DI DALAM RPJMN 2020-2024

Kegiatan Prioritas 5: .
PN 1 Penguatan PP2: Peningkatan Pemeliharaan, pemulihan, P"OYGK Prioritas
Ketahanan Ekonomi kuantitas/ketersedian dan konservasi sumber Nas!on.al 25.
Untuk  Pertumbuhan |::> air untuk mendukung |:> daya air dan ekosistemnya |:> ReV|taI|saS|/Pen¥elgm
Yang Berkualitas pertumbuhan ekonomi termasuk revitalisasi atan Danau Prioritas
danau dan infrastruktur Nasional
hiiau
. >
+8 BerAKHLAK
INTEGRAS| DOKUMEN PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH
Sistem Perencanaan . Tahap Penganggaran
RPIMN Pembangunan Daerah : ; Daerah
5 Tohua 5 20 1ohun 5 rahun ;
| €23 €23 23
1 Tahun 31 e
RENJA K/L [ PE.: I PD'“ PRI RKA-SKPD DPASKPD
1 Tahun — E :
L Tool: P dagri 90/2019 g Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
P Pemb dan K Daerah, Kepmendagri 050-5889

tahun 2021, Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, dan SIPD

PERMENMDAGR! Nomor 81 Takun 2022 oo PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2023
10 Tahun 2023 RICPD Tahun 2024 " s ATV T 004

& « 0 u W v @ 7

Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terkait Penyelamatan Danau Prioritas
* Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

» Urusan Pertanahan

* Urusan Perumahan Dan Permukiman

* Urusan Lingkungan Hidup

* Urusan Kehutanan

* Urusan Pertanian

* Urusan Pariwisata

» Urusan Kelautan Dan Perikanan

* Urusan Trantibum Dan Bencana
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Strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Perpres 60/2021 Tentang Penyelamatan
Danau Prioritas Nasional

PASAL 5
* Pengintegrasion program dan kegiatan Penyelamatan

Danau Prioritas Nasional ke dalam penataan ruang Dukungan Integrasi  program/kegiatan/sub

kegiatan terkait danau berdasarkan

* Pengintegrasian program dan kegiatan Penyelamatan Nomenklatur pada Kepmendagri 900.1.15.5-
Danau Prioritas Masional ke dalam I:ebi|uknn, 1 1317 Tahun 2023 hﬂﬂll‘lg Hasil Verifikusi,
perencanaan, dan penganggaran Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

* Penyelomatan Ekosistem perairan, Ekosistem Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
sempadan don Ekosistem Doerah Tangkapan Air Daerah ke dolam dokrenda
Danau

Penguatan kelembagaan pengelolaan
SDA existing di daerah seperti Dewan
SDA dan Tim Koordinasi Pengelolaan
* Pengembangen  sosial  ekonomi,  penguatan ISumber Daya Air (TKPSDA) serta
kelembagaan, dan peningkaton peran Pemangku pembentukan Tim Penyelamatan Danau
Kepentingan. Prioritas Nasional tingkat daerah

) = = . Em——— R - = a a

* Penerapan hasil riset, pemantauvan, evaluasi, dan
pengembangan basis data dan informasi

Tugas Dan Peran Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Tingkat Daerah Pasal 12

1.

3.

Melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi tingkat daerah terhadap:
a. perencanaan dan penganggaran strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
b. pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

c. pemantauan dan evaluasi strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

d. pembinaan dan pengawasan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

. Pemberdayaan kepada Pemangku Kepentingan di daerah untuk terlibat dalam Penyelamatan

Danau Prioritas Nasional melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi
masyarakat

Merumuskan laporan pelaksanaan strategi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional untuk
disampaikan kepada Dewan Pengarah

Tahun 2018-2019 :

a.

Penyusunan RP Danau Maninjau (difasilitasi Baperlitbang Kab. Agam dengan dana
BPDASHL Agam Kuantan)

Penyusunan RP Danau Singkarak (Bappeda Prov. Sumbar dengan dana BPDASHL Indragiri
Rokan)

Tanggal 26 Maret 2019 : Penyerahan Dokumen RP Danau Prioritas dari Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan sekaligus penandatanganan kesepakatan dengan : a. Gubernur
Sumatera Barat tentang Penyelamatan Danau Singkarak

b. Bupati Agam tentang Penyelamatan Danau Maninjau
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DANAU MANINJAU

| SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

KONDISI DANAU MANINJAU

DANAU MANINJAU SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS

PENCEMARAN DI ATAS DAN
KEANEKARAGAMAN DI BAWAH PERMUKAAN
- HAYATI 1. Sedimen di dasar danau,
bersifat racun;
Hawasa Straips | | Ravasan Statesis |15 Darau  Prioras ngam Pmm OKSIGEN . . i :
| Dl | st 10a 33 spss pada thun > G e i
o3 T 20 1. Stafus danau EHUOpIk beat- 1916 meﬂjagh 16 spesies pada 3 Sampah berupa sisa KIA,
s |° 0 W b0 b | | i a2 = e
o 206 g | Pt Dot || et s | & l0OING Alae; 2.Dari 16 spesies endemk pada  permukeanbuangn
s Taa o | Mot Mosind Pbrgrn s 3, 9597% ar  pemukan  tahun 1916, menjadi 7 spesies |, pemiman .
. i MY 4, Lﬂ]u pemngkatan sedimen 50
:mayah Vsl || un 2010025 mﬂl m;’*m bersfat anoksk  (tenpa ik: emjtafun, mencapei
Lt iranle 50846902 miftahun ¢
. 1 oksigen); 3. dtemuken speses anasng N PRs.
SEKRETARIAT DAERAH ( >
¥ Provinsi sumaTeRa BaRaT | KONDISI DANAU MANINJAU SEAHLAR i

PLTA MANINJAU (ENERGI)

E&d:hj p,%%k(%an =25615,52 tonftahun ’
dan El Nt mal
o A o, e

a roperasi sejak Tahun 1983;
= Kapa:\!a: 21.5 MVA, Interkoneksi Sumbar-Riau-
Jambi-Palembang, Lampung

saie menjadi pusal mmmm

Sﬂ{xwxdwnskadxamﬂ
'“3§ arakal

Sumber Air Bersih, Sosial dan Budaya

O Balang Anfokan merupakan sumber air baku
PDAM,
0 Bud tambo dan silal Maninjau

.U'I " .w ° .l—‘

Status perairan danau Hipereurofik dan
Status mutu air danau tercemar berat

Kehilangan keanekaragaman hayati danau.
Terjadi penurunan jumlah keanekaragaman
hayati sebesar 24%

Perikanan tangkap mengalami penurunan
produksi

Peralatan PLTA pada lokasi intake mudah
korosif

Tahun 1990, pertumbuhan pariwisata
mencapai 58%. Saat ini hanya sebesar
20.000 pengunjung/tahun. Sektor

pariwisata merupakan pusat perekonomian
masyarakat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sumbar (2023)

Sumber : Kementerian PUPR

| SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

[ Beban nutrien |
limbah KJA

Hidrodinamika-kualitas a
dimensi berlapis
[ "Model distribusi spasial konsentrasi
khlorofil-a

Berdasarkan model, m 100

permukaan Danau Maninjau masuk

status trofik eutrofik - hipereutrofik

Farsantase uas (51
Hpereiot

Kedataman
m)

00s
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Gambar:-—

Model Spasial Konsentrasi Khiorofil- idmnbmuﬂanh}'jau
(@) Lapinan 1 (Kedalamar, 0 - 0.5 m). (5} Lapraan 2 (kedalaman 0.5 - 1.0) {c) Lapisan 3 (kedaiaman 1.0 - 2.0 m}, (d) Lapan 4
20-50m). () Lapman 5 (kedalaman 5.0.- 10 m). ) Lagsaan G (kedalaman 10.0- 15 m): () Lapiwan 7 (kedalaman 15 -
20 m): (h) Lapisan 8 (kedslamsn 20 - 40 mi

Sumber : Kementerian PUPR
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PROVINS! SUMATERA BARAT

UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU

Melaksanakan Program Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Pembentukan Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Provinsi Sumatera

Rapat Koordinasi antara Kapolda Sumbar, Balai Gakkum

LHK Wilayah Sumbar dan BKSDA Sumbar untuk
Menindaklanjuti Surat Moratorium

Barat melalui dikeluarkannya SK Gubernur No. 050/745 Tahun 2021

Kapolda siap membantu penertiban KJA Danau Maninjau, dan

Surat Gubernur No.660/917/TL/DLH-2021 ke Bupati Agam perihal
Rencana Aksi Pembersil P | Danau Maninjau

=l Y

Penyusunan Rencana Aksi Penyelamatan Danau Maninjau melalui g]}‘_ﬁj .

kegiatan pengang 1 seluruh KJA (zero KJA),

memoratorium KJA dan penataan Kembali sesuai dengan perizinannya.

Program Alih Mata Pencaharian
M 4 H Pemulihan Danau

memoratorium KJA, pembersihan danau, pengendalian sampah,
pengangkatan KJA, alih mata pencaharian serta pemulihan DAS.

Surat Gubernur No.660/235/TL/DLH-2022 ke Bupati Agam perihal
Pengendalian KJA melalui Perizinan

Penerapan izin perikanan budidaya KJA oleh Pemkab Agam, pengurusan
izin berpedoman pada peraturan RTRW Kab. Agam pada Peraturan Daerah
No.5 Tahun 2014 yang beriaku selama zona perairan belum ditetapkan.

Surat Menteri PUPR selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air
Nasional (DSDAN) perihal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi
DSDAN terkait P KJA di Danau Maninjau

DSDAN meminta Pemerintah Kab. Agam untuk segera menangguhkan
penerbitan izin (moratorium) KJA baru di Danau Maninjau, PUPR melalui
Ditjen SDA. KKP dan KLHK agar segera mengambil tindakan yang
diperlukan guna pemulihan kualitas air Danau Maninjau dan penertiban KJA

e

¥
Maninjau
- Pembangunan dan pengembangan kawasan Wetland di Danau

Maninjau berbasis ekoeduwisata untuk penyelamatan ikan endemik
Danau Maninjau;

Program pengolahan eceng gondok;
Pelatihan budidaya maggot dan lebah madu galo-galo;

Alokasi paket alat tangkap dan penyediaan sarana penangkapan ikan
ramah lingkungan;

Penyediaan bibit tanaman;
Pengelolaan hutan rakyat; dan

- Pengembangan desa wisata di Danau Maninjau.

Pemantauan Kualitas Air Danau Maninjau
Tahun 2021-2023

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

I UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU w

(Tahun 2022)

Penyusunan Instrumen Pengendalian
Denau Maninjau oleh Kementerian
ATR/BPN
Penyusunan  zonasi perairan danau
oleh Kementerian ATR/BPN

Pembentukan  Tim  Penecakan  Hukum
fan KA melebi - Sural Yepulusan
am Nomor 123 Tahun 2022

Keramba

Pendataan
berbasis GIS (jumiah 1A

Jaring  Apung
359 petak)

Pekerjzan Daersh Ingasi Rambai dan
Sungai Lakusk Bareno, Kecamatan
Tenjung Raya

Pembuatan studi kelayakan kawasan
Danau Maninjau oleh DPMPTSTP Provinsi

Pengadaan sarana dan prasarana teknelogi
bioflok dari BBAT Jambi dalam rangka
transformasi ekanomi
Gatong royong massal pembersihan danau
secara periodik

Penyampaian surat Bupati Agam tenfang
moratorium KIA dan fasilitasi PPNS ke KLHK
dan KKP

Pengembangan Desa Wisata di Kawasan
Danau Maninjau (9 Nagar)
Kejassma  dengan  BRIN  terkait
Pemanfaatan Gedung BRIN (LIPI) sebagal
Posko Penyelamatan Danau

Pelatinan pengolahan eceng gondok yang
i fasilitasi olef PLN dan Semen Padang

(Tahun 2023)
i Fasiitas allh hungsi mata pencahanian melahe
Pengendalian dan Penataan Kerambs pertanian hortikultura dan perikenan budidaya
Jaring Apung sebanyak 3000 unit darat lle, mujair, ikan mas) dan UMKM

Pelaksanaan event budaya, pariwisata
dan geopark di kawasan Danau
Maninjau

Normalisas’ Batang Kurambik

Pembersihan enceng gondok
menggunakan alat berat secara periodik
(2568 m’)

Pengembangan Desa Wisata di Kawasan
Danay Maninjau (3 Nagari)

Penyusunan Peraturan Bupati Agam
tentang Keramba Jaring Apung Ramah

3 dan adat istiadat melalui
al den pelatian

Penguatan buda
penyusunan kur
generasi muda

Pengolahan sampah melalui  budidays
manggot

Operasionsl Posko Penyelamatan Danau

Maninjau dan monitoring kualitas air
Gotong royong massal pembershan danay
secara perigdk

Pengawasan perikanan keramba jaring
apung

Sumbar (proses tender] Lingkungan

DANAU SINGKARAK

Permasalahan Danau Singkarak

1 Daerah Tangkapan Air +« DTA 129.000 Ha (18,60% hutan primer, 5,69% hutan
(DTA) sekunder)
* Perubahan tata guna lahan yang memanfaatkan DTA oleh
masyarakat untuk berbagai kepentingan mengakibatkan
tingginya erosi yang membawa sedimen masuk ke danau
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2 Kerusakan Sempadan * Bangunan perumahan, warung, restoran yang belum tertata
danau dengan baik (10% yang memiliki IMB)
+ Pembuangan sampah di sempadan danau karena layanan
sampah hanya di ibukota kabupaten dengan tingkat layanan
Kab. Solok (24,53%) dan Kab. Tanah Datar (16,56%)

3 Kerusakan Perairan Status trofik Danau Singkarak berada pada status eutrofik (unsur
Danau hara tinggi tinggi)
4 Penurunan Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan
Keanekaragaman (seperti : setrum aki, bahan peledak dan
Hayati bagan) menurunkan kelestarian keanekaragaman hayati (contoh
. ikan bilih)
5 Resiko Bencana Terendamnya lahan pertanian masyarakat yang disebabkan

naiknya elevasi muka air danau ketika inflow
meningkat melebihi outflow tail race

6 Kelembagaan dan Sosial a. Peraturan pengelolaan danau
Ekonomi Implementasi Perda no.4/2012 tentang Pengelolaan dan

Perlindungan Sumber Daya lkan serta Pergub 81/2017
tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan lkan di
Perairan Danau Singkarak belum optimal diimplementasikan
di lapangan serta rendahnya peran serta masyarakat dalam
upaya pelestarian sumber daya perikanan.

b. Kelembagaan formal Badan Pengelola Kawasan Danau
Singkarak (BPKDS) yang ditetapkan melalui Kepgub Sumbar
No0.660-398-2011 belum optimal bekerja menjembatani
persoalan yang dihadapi masyarakat selingkar danau

c. Ketergantungan ekonomi masyarakat dari satu sumber yang
terfokus pada penangkapan ikan bilih.

Kondisi Yang Diharapkan :

1. aerah Tangkapan Air (DTA) lemiliki tutupan lahan hutan minimal 30% dan
iemiliki laju erosi dan sedimentasi yang terkendali

2. ondisi Sempadan Danau Menata kawasan sempadan danau (minimal 50 meter
ari pinggir danau saat elevasi tertinggi) agar tidak
gunakan sebagai kawasan permukiman

3. ondisi Kualitas Air Danau lengembalikan status mutu kualitas air danau ke

ategori cemar ringan dan tingkat kesuburannya
ienjadi mesotroik:

Mengurangi padat tebar ikan KJA, memasang alat
2nampung limbah

KJA dan pengaturan waktu dan jumlah pemberian
akan ikan

Mengalihkan usaha budidaya ikan di danau ke
arat
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4.

5.

ondisi Keanekaragaman Hayati erkembangnya ikan asli Danau Singkarak, terutama
an bilih melalui membuat reservat serta domestikasi
an restocking ikan asli.

elembagaan dan Sosial eterlibatan masyarakat dan kearifan lokal
konomi

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANAU DALAM RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT

Kawasan strategis Danau Singkarak merupakan salah satu obyek pariwisata alam andalan
Provinsi Sumatera Barat, yang sudah lama dikenal baik oleh wisatawan manca negara maupun
oleh wisatawan nusantara. Kawasan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan
alam sekitarnya, disamping dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangkit energi listrik

1.

Pasal 38 ayat (1) huruf c:

Kriteria kawasan sekitar waduk/Danau dan situ adalah daratan sepanjang tepian
waduk/danau dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik
waduk/danau dan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

. Pasal 41

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud.dalam pasal 36 huruf ¢ meluputi :
a. Kawasan cagar alam geologi adalah kawasan keunikan bentang alam berupa kawasan
kasrt di daerah Danau Singkarak

Pasal 44 (ayat 8)

Rencana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf

g memperhatikan Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP):

a. DPP I, meliputi koridor Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab, Pasaman, Kab. Lima Puluh
Kota dan Payakumbuh

b. Dominasi aktraksi budaya, belanja, MICE, kerajinan, kesenian, peninggalan sejarah
Danau, pegunungan, serta flora dan fauna.

. Pasal 46 ayat (1) hurufd

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis meliputi :

(1) Kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional berdasarkan Peraturan pemerintah
(PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
2008-2028) terdiri dari
d. Kawasan Solok dan sekitarnya (Danau Kembar diatas/dibawah, PIP Danau

Singkarak, Lubug Alung, ketaping

Pasal 49 ayat (4) huruf m, n dan o

(4) Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada (1) adalah
kawasan strategis provinsi yang ditetapkan di provinsi meliputi :

m. Kawasan Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar

n. Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam
Kawasan Danau Diatas dan Danau Dibawah dan Danau Talang di Kabupaten Solok
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6. Pasal 65
Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:
a. dalam kawasan sempadan waduk /danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi
daya yang dapat merusak fungsi danau /waduk.
b. dalam kawasan sempadan waduk /danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang
pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VISI :

TERWUJUDNYA
SUMATERA BARAT
MADANI YANG UNGGUL
DAN BERKELANJUTAN

TUJUAN PEMBANGUNAN 2021 - 2026 MISI -

1. Meningkatkan Kvalitas Su

er Daya Manusia yang

TUJUAN: Se!wt Berpengetahuan/ Terampil dan Berdaya
saing
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, || o Meningkatkan Tafa Kehidupan Sosial
unggul, dan berdaya saing Kemasyarakatan berdasarkanfalsafah ABS SBK

2. Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan ? Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas

masyarakat produk pertani perkebunan, peternakan dan
3. Meningkatkan kesejahteraan petani perikanan
4. Me\:rujudkcln perdugclnga.n . dan industri || 4 Meningkatkap' Usaha Perdagangan dan Industri
kecil/Menengah serta ekonomi digitalyang tangguh Kecil/Menengah Serta Ekonomi berbasis Digital
dan_be{duyasulng B 5. Meningkajkan Ekonomi Kreafif dan Daya Saing
%. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Kepariwigataan
Barat melalui sektor pariwisatadan ekonomi kreatif 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastrukiur Yang
6. Terwujudnya Infrastrukiuryang handal dan merata Berkeadilan dan Berkelanjutan
7. Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan || 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan
dengan aparaturyang melayani pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta

berkualitas

M Bapped@rov.Sumbar

Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
Terwujudnya Mewujudkan 1. Persentase % 60 80 70
Infrastruktur yang lingkungan hidup cakupan objek
handal dan merata yang berkualitas pencemar  dan
perusak
lingkungan yang
dikendalikan
2. Jumlah kab/kota Kab./Kota 19 19 19
yang telah
terdata potensi
dan
pemanfaatan
keanekaragaman
hayatinya

W Bappeda Prov. Sumbar
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No ﬁ::r;::m"? Pe'"”:""'!“"’" Progrzm/Kegiatan/Suh Kegiatan Nalam RKPN 7072 Program/KegiatanSuh Kegiatan Nakm RKPN 203 m“::'
Program Pcrenccnaan Lingkungan Hidup Program Foroncanacn Lingkungan Hidup Pregram Percneanaan  Linglungan  Hidup Dinca  Linglungan  Hidup
1 Sub Kzgiztan P dalian Pelal Sub Kegiat; Pengendalian Pelaksanzar RPPLH Sub Kegiatsn dakan Pelzk RPPLH FKzbupaten3olal
RPPLH Kabupatenkota Kzbupaterikota Kabupatenkcta
2 PROGRAM “ENGENDALIZN PENCEMARAN DAMNATAL PROGRAM PENGENDALIAN PENCBMARAN  DLH SUMBAR
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUPfEegiatan Pencegatan DANIATAU KERUSAFAN LINGEUNGAN
Pencemaran datbtau <eruzakan Lingkugan Hidup | Sub HIDUP/Kegi Pe han P daritau
Kegiatan Koordinasj Sinkronisasi dam F KeruszkanLingk. Hidup/ Sub Kegiztan Koordinasj
Pe hanPenvenaran Lingk Hilup Dilak shan Sinkrunisasi  dan Pelahsancan Temceyahan
tethadapMecia Tanah fir, Udasa,dan _out P ingh Hidup Dilak crhadap
Media Tanah Air, Udara dan Laut
3 Program Pengendalian Fencemaran dan ( Program PengendaianPercereran dan/ abu Keruzacan Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Dines  Lingkingan  Hiduo
atau  Ke-usakan Lingkungan Hidup Lingksengan Hidup Kabupaterkota Kerusskan Lirgkungan Hidup  <ahupaterots Kabupaten3olok
Kabupatenkota Sub Kegiatan P laanLaboreto ingk Hizup Sub Kegestan Pengelolaar Laboratorium Lingk
Sub Kzgiatan Pengzlolan Leboratoium Kebupatenkota HisupKatupaterkom
LingkunganHisup KabupatenKoa
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HDU>
UHTLE  MBSYARAKAT/ Kegiaten  Membzrian
Penghargaan Linghungan Hdup Tingkat Daerzh
4 Provingié  Sub  Kegisian Penilaian Kineria Ms DI HSIMBAR
syarakatlembaca  MesvarakztDuniz  Usana/Dunia
Pendidiken! Filantopi dalam Perindungan dan
PengelolaanLingkurganHicup
] Hrogram H lBan k FrogramPeng: K Hayat Fregram Fergelclaan Keanskaragaman Hayat Sub Dinzs LnghunganHidup
Hayad Sub keqiatar f an ~eneta 18 {EgI Penyusunan dan P D Rercara Kabup Solok
Sub Kzgiatn Penyuzinon dan Penztapan Pengelolaan¥zanclaragomanHayati Pengelelaank k Hayat
Rercana Fengalclaan Keanskaragamsn
Hayaf
u Gufpufﬂfﬂdﬂﬂfﬂf
No | fodsUnusanBidany PemerintchDawiah | p, jatan/Sub Kegiatan Dalam RKPD 2022 etaniSub Ksgatan Dl RKPD 2023 | Daer hpensr
dan Frogran/Kogia Kegiatan -ogram/Kegiata giatan FrogramKzgizta Kegiatan ] €. er:lllunln
| g.awap |
3 PROGRAMPENGEL OLAAN KEANBKARAGAMAN HAYATI PROCRAMPENCELOLAAN <EANEKARAGAMEN H SUMBAR
[KEHALLY' Kegiatan Pengelalaant fayah Frovingd | HAYALL(FEHALI KegiztenFengelolazn
Sub Fegiatan PengelolaanTaman K i Lainnyg K {zyat Provinzd Sub Kegiatan
[k lalaanTaman K k |lzy=ti Lainnya
T ProgmmPengsklasnkieanskarag Program Serasiziaankzansh Hayai Frogram Pengalolaankeansk Hayat Dinze Lingkungan
Hayaf Suk Kegiatan PenyuzurandanPrretaparReacanaPengelclaan | Sub Kzgistar Pe {an Panat Re Hidup Kahupakn
Sub Feqiatan Py danPenet I L Hayai Penaelolaankzansl Havati folak
RizncanzPengelolaankearekaragaman
Hayai
FrogramPengeklaan Feanekaragaman
Hayah Frogram Per fayah Hrogram Pen; K Hayat PingsLngkungan
] Bl Fegialan Penyusunanden Pencipen | Sub Feyialen Penyusurandan PerelopanRecanaPenyelulaan | Sub Kegiatar Py lan PenelapanRencana Hidup Kabupal
=ncanz Meagelelean Keenekaregaman Keanzkaragamenl layai I lalaanie k 1l folok
Hayali
L] Qﬁmdanu Keautanan/Program ProarameraelolaanHutan' Keq Pelsk Pehsbiltasdi | ProgramPenaelolaanHutan' Keai al Dinzs Kzh
Pengelolaan Hutan' Kegi Pelak Luark: Hutan Negara/Subkegiatan Femb enHutan | Rehabilitasidi Luar Kawasan Hutan NegaralSub Frov. Sumbar
Rizhebiliasi 4i Luar Kawaszan Hutan Rakyat diLuarKawzsan Hutan Negara Kegiaian Pemt Hutan Rakyat i Luart
M=gera/Sub Kegiatan Pembanguran Hun HutanMegara
Fakyatd Luar Kawasan Hutar Negara
10 ProygramPengebilaan Keanckaraganan PrugramPenyelolaankeanckaragananHayah Subs Keyialan Pruyram PengelulaanbeancharaganonHayal Dines Lngkunyan
Hayo#l Sub Kcgiatan Ponyusuran dan Penyuaunandar PenctapanRencanaPengelolaan Sub Kzgiatar P lanPecnctapanRencana  Hidup Kabup
£7) Penzana Py Inl k k Hayai P |nlaamnk: ! H Bolnk
Keanckarsgaman Fayat
1 chablitasiHutandan LahanSecara | (03Kebun Bbit Jakyat, padatik lokasi- Kegiatan Kebun Bibit Rakya:,
\egetative 1.Kab. Solok 1.Kab. Tznah Datar
a.Kec. [XKot Sungai LasiNaganindidurseluas 25 Ha a. Kec. Batipuh 3elatan, Nagan Padanglaweh
b. Kec. Gunung Talang Nagari Kot Gadang Guguk ssluzs 25 Melag, seluas 25 Ha
Ha b. Kec. Batipuh Selatan, NagaiGuguakhalao,  BFDAS Indragiri
¢ Kee Kubung NogariSalaye, scluaall Ha acluos 25 Ha Rukan
2.Kab. Tanzh Datar
a.Kec. Rambatan, Napari Balinbing seluas 25 Ha
b.Kec. Batipuh Selamn, Nagari Padanalawsh Malalc sshlias 25
Ha u @afspgd—ﬁrm..fﬂnfa!
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Kode UrusanBidang Pemerintah| Program/Keg; Perangk
ko Dazrah dan Program/ ProgramKegiatan/Sub Kegiatan Dakm RKPD 2022 bKegiatan Dalam |DzerahPenznggul
Kegiatan'Sub Kegiatan _ _ RKPD 2023 ng Jawab
B1 360t abiitwsl lutan dar Lanan] 5307 0002 Cibit De thuslitasdan Dibit [ rooukifne Menyedisanlibit Preduksf, pada titk lowes :
(Sccarn Vegohtive 1. Kab. £olok

a.Kze. Bukit Sundi Nagari MuzraFanas seluze 2 Ha
b.Kec. KuburgNagariSalayo, seluas(.5 Ha
. Kec. Bukit Sundi, Nagari Parempahan seluzs (05 Ha
d_Kec. LembangJava Nagari KotoGadangAnau seluas 1 Ha
&_Kec. Kubuag Nagari “oto Hilalang seluas(5 Ha
f. 4ec. Bukih Sundi Nagar NuaraHanasseluas3 Ha BFDAS Indragiri
g.Kec. Tanjung Harapan Nagari Leingeluas 1 Ha Fckan
h.Kee. LubusSikarah, Nagari Smpang Rumbiz, seluas(05 |12
i. Koo Sikarah, Magari Tanch Garamacluaz( 5 Ha
7 Kah Tanah Natar
a.Keo. Ramtatan, Naner Padzngllagsk seluaz 1 Ha
b_Kec. Batipuh, Nagari GunungRaoseluzs3 Ha
. Kec. Rambatan, Nagari Rambatan, szluas 17 Ha
d.Kec. Batipuh, Nagari Batipuan Beruah, s=luas (3 Ha
12 pridRehabiitis Hutandan Lahag 031EangunankonseryvasiTanah dan Air, paddokasi:
(Secara Sipil Tekniz 1. Kab. Solok
a.Kze. Danou Kembar, Nagari Kampurg Eatu DaambempzDom Pznchan (DPn) scbanyaki 5 unitdan Guly Fug
(37 sebanyak1l unit
b Kae | amhang.laya, Hagari Kntc henspaliam Panahan(NPn) sehanyak 15 unit dan Guly Aug ((GF)srhanyakld

unit
¢ Kec. LembangJaya, Nagari KotoGadang Koto Anau berupaDam Penahen(0Pn] seaanyakd unitdan Gully Pug
(G7) sebanyakid unit
2. Kab. Tanah Datar
8. Fec. Batipuh hagarifndalehberapalam Penatan(DPn) sebanyak? uni dan Gully Plug (GF)zebanyak13 unit
031 Eanyunanbunservasi Tanah Jan &, pad dokasi.
1. Kab. Solok
a.Kac. D Kemba+, Magar Kampung Batu Dalam b [am Penzhan(DPr) esbanyakd § unitdan Gully Flug
((3F) sehanyak11unit
b. Kec. Lembana Java, Maaari Kotoberupalarmr Penahan DPn) sebanvak13 untdan Gully Plua (6P)sebanyak13 uni
c. Kec. Lerbang Jaya, Nagani Koto GadangKot Arau berupaDam Penahan(DPn) sebanyak3 unitdan GullyPlug

(GF) sebanyak?3 unit M Bapped @rov.Sumbar

No |Modelrusariuiang beme nianbacral  ProoramiKegiatanSubKegiatan Dalem RKPD 2022 | ProoramKegiatan'Sub Kegictan Dalam RKPD20ZY | Feramker
12 [rogramPengslolaan{eznstarzgaman Mogramlengslzlaankeanzkaragamenl layai Mogram  Mengelclaan  Keanckarzgaman  llayat] DinasLingkungan lidup
Hayat Sub Kagiatan PenyvcurandanParetaparRancana Sub Kegiatsn Penyucunan dzn Penstapan Rencang KabupztenSclok
Sub Kzgiatan Penwuzunandan Penetapan | P lolaarks karegamarHayat Pengelolaank kzragamandayat
RercanaPenoelolaankzanekaragaman
Hayat
14 ProgramPengzlolzan Keanckaragaman ProgramPerngzlslaankeanzkaragamenHayal Program  Fengelelaan  Keznskarzgaman  Hayat] DinasLingkungandidup
Hayat Sub Kegiatan PenyusurandanPeretapar Rencana Sub Kegiatsn Penyusunan den Penetaran Rencang KabupetenSolok
Sub Kegiatan Pengusanan dan Penetapan| P lolaark; karegamarHayat Pengelol karagaman-ayat
Rercana Pengelolaan Keanekaragaman
Hayat
15 PROGR.AM PENGEL OLAAN KEANBKARAGAMAN HAYATI PROGRAM PENGZLCLAAN  KEAMEKARAGAMAN | DLH SUMBAR
(KEHATIV Kegiatan P lolzank } Hayai | HAYATI (KEHATI)/ Kegiatan Pengelolaan
Prowinsi' Sub Kegiatn PengelolaanTaman Keanekaragaman Hayati Prowinsi Sub  Kegiatan
KeanzkaragamenHayal Lannya Hengelolaanl aman KeanekaragamanHayah Lainnys
v %PPsJﬁWJﬂ mbar
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é’ RENCANA PENGELOLAANDANAU SINGKARAK@

| NO | PROGRAM
Penataan Ruang Kawasan Danav Singkarak Peryusunan RTR Kawasan Strategis Provingi Danau
Singkarak yang dilengkapi KLHS
Program  Penyelamatan Ekosistem Lahan |. Fenentucn Daerah sempadan danau ssbagci
Sempadan Danav dasrah peringdungan danau

2. Fenetiban bangunan tidak berizin
3. Fenerapun lzn Lingkunon dan INB

1. Fenyusunan Master Ploan Geopark Darnau
Singkarak dan Jekitamya

3. Fembangunan Monumen Tour de Singkarak

4. Fembangunaon Kolam lkan baru di Sempadan

dancu
M Bapped @rovSumbar
| NO | PROGRAM
ProgramPenyelcomatanEkosisterm PerairanDanav Singkarak 1. Penysdigan Prasarana SaranaSampah cif Pemukiman

Felibat aniasyarakat dalam PengelolaanSarmpah

2.

3. Fengendalianeceng gondok

4. PFenghaousan budidayaikan dengan karmbajaring apung
5

Fengembangen Program Pembinaan dan Percontohan
FerikananRamah Lingkuncan

=

FengenduliunPencemarandari lchan perl anian

7. Peninjauanulang Amdal PITA Singkarck

3. Kgjian Imbd josa lingkungon dalam pelestaricn sumber
dava air

ProgramPenyelcmatanDAS Dan DTA Danau 1. Fenangarnan lachan kritis eros don sedimentasi don
Fengendalianpertambangangalian C

I

Fengkayaan reboiscsi hutan rakyct dan penghijauan
lingkungan

RehabilitasiSempadan danau
Fembuatanbongunan knnsery asitanoh dan air [KTA]
Rehabilitasitelagadi LA

Feningkatar peran serta masyarakat dalam rehakbilitasi
hutan dan lchan

LR N

! Bapped @rov.Sumbar

m PROGRAM KEGIATAN

Program Pemanfaatan Sumberdaya Air Danau 1. Penghapusan alat tangkap Bagan dan Jaring
Singkarak insang dengan mslakukan revid Pergub
No.&81/2017
2. Pengembangon  perikanan  tangkap  dan
pembinaan  kelompok  nelayan  perikcnan
langkap/pengedaan perahu nelayan
3. Bantuan alat tangkap jaring insang mesh size =
1 inci untuk menangkag ikan bilih
4. Pengermbuangan Budiduyo Perikanan/  Fasililasi
kelompok pembudidayaikan /Kolam lele terpal
5. Pengawasan sumberdaya ikan dan lingkungan
6. Domeslikasi dan permbeniban ikan  endemic
Danav Singkarak
7. Restoking ikan asli Danau Singkarak
8. Pembuatanreservat ikan di Danav Singkarak
9. Study Keaneka ragaman florn dan fauna
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[ NO | PROGRAM |  KEGIATAN |
Program Pengembuangan Sistem Monitoring, 1. Pemetaan potensi ingkungan biofisik, sosial
Evaluasi dan Informasi Ekosistem danau ekonom can kelembagaan kaw asan danau

2. Membangun  sistem  informasi  berbasis
teknologi informasi

3. Monitoring darn  evaluasi  implementasi

pengeloaan kawasan  donau berbasis

teknologi
Pengembangan kapasitas kelembagaandan 1. Peningkatan koordincsi antara  pemangku
koordinasi kepenfingan vunfuk penyelamatan Danau

Singkarak ( Kelompok Kerja)

b

Pengualan Forurm Peduli Surribber Daya Air

w

Pembentukan  kelembagaan masyarakat
petani nelayan

4. Pendatcan jumlah alat tcngkap dan RIP
perikanan

M Bapped @rovSumbar

Wo|  rocRam |

Programpeningkatarperandanpartisipasil. Sosialisasidan penyacaran arti pentingdanau kepadao masyarakat
masyaralkat dan ocngambikcbijakon

Pengembangarkaderlingkungan
Vuluas ekonomikaw usandanausingkarak,
Pelatihnanpengnlahaonmakananberbosisikan

Pelatinanberbasiskompetensi| pelathanProcessing. Pelafinaniitlu
Las Smaw 3G, PelatihaniMenjahit PakaianDasar)

Qb

4. Pengadaanpaket budidayalele di <clamtenpal

7. PengembanganNagaribMandiiiPangan

8. PemyuluhanSumberPanganAltemnatlt

9. PeduasanTanamancengksk

10. PerluasanTanamanPinang

17. Bantuaniarana Produksibaw angherah

12. ‘WorkshopPeningkatarKarakterLokal

13. Permbinuundan PeringkalarSadar Wisaladan uksi SuplaPesona
14. PeningkatarkapasitasUsaha masyarakatdi Destinasiwisata

15. Penyelenggaraan lven/ Atraksi Wisata di sskitar Kowasan Danau
Singkarak

M Bapped @rov Sumbar
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Percepatan dokumen RTR Kawasan Strategis Provinsi Danau Singkarak Pemerintah Pusat
Menjadikan kawasan Singkarak menjadi kawasan geopark nasional Pemerintah Pusat
Percepatan dan pengembangan program/kegiatan dalam rangka pengalihan mata pencaharian Pemerintah Pusat

masyarakat dari danau ke darat seperti bioflok, agroforestry dengan peternakan dan pertanian dll.

Penentuan daerah sempadan danau sebagai daerah perlindungan danau serta perlu adanya kajian dalam BWSS V
penetapan garis sempadan danau yang memuat/mengakomodir masyarakat yang telah lama bermukim di
sepanjang sempadan danau

Kajian Imbal jasa lingkungan dalam pelestarian sumber daya air BPDASHL Indragiri
Rokan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rahabilitasi hutan dan lahan BPDASHL Indragiri
Rokan

Studi keanekaragaman flora dan fauna di kawasan Danau Singkarak BKSDA

Penguatan Forum Peduli Sumberdaya Air BWSS V

Penyediaan fasilitas transportasi air Pemerintah Pusat

RAPAT KODRDINASI
PEMANTAUAN CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PENYELCAMATAN IS DANAUIPRIORITAS

Ariotel Suites Mangkuluhur 3 Nrta, 16 Movember 2023
_____ R

L '_‘_
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BAB Il

PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Kooordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2023 telah diidentifikasi
beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

1.

Masih lemahnya kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif, tidak saja instansi teknis terkait namun juga
P3A/GP3A, Komisi Irigasi dan TKPSDA. Lemahnya kelembagaan P3A karena sebagian
besar belum berfungsi bahkan belum dibentuk atau dilakukan revitalisasi;

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan kelembagaan
sumber daya air.

Banyak keramba apung yang tidak memiliki izin sehingga menimbulkan berbagai dampak
buruk Banyaknya keramba jala apung (KJA) di Danau Maninjau

Terdapat banyak sisa pakan dan kotoran dari jutaan ton ikan yang ada di keramba yang
mengakibatkan membuat air danau menjadi keruh dan sisa pakan mengendap di dasar
danau

Terjadi perubahan bentuk bibir Danau Singkarak akibat reklamasi

Mengalami kerusakan daerah tangkapan air danau, kerusakan sempadan danau, kerusakan
badan air danau, dan pengurangan volume tampungan danau

Pengurangan luas danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas air, dan penurunan
keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, serta sosial
budaya bagi masyarakat.

Masyarakat masih belum menyepakati batas sempadan danau dengan pemerintah

Berbagai upaya program dan kegiatan serta strategi dalam penurunan emisi gas rumah kaca
perlu segera di percepat pelaksanaannya untuk mencapai target penurunan emisi gas
rumah kaca melalui dukungan peraturan dan kebijakan serta perlunya pemecahan masalah
terhadap kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya dan bagaimana mengatasinya.
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BAB IV
PENUTUP

1. Keterbatasan infrastruktur dan belum adanya sumber-sumber air baru di tengah
kebutuhan masyarakat yang terus meningkat menjadi sebagian kendala yang dihadapi
Indonesia pada krisis air bersih.

2. Air merupakan bagian dari ekosistem. Sehingga, semakin rusak lingkungan maka
semakin tinggi daya rusaknya. Permasalahan air mencakup mengenai kuantitas pada
musim hujan dan kemarau serta kualitas dan distribusi. Sebagaimana kita ketahui,
Indonesia negara kepulauan dengan jumlah penduduk dan lokasi jatuhnya air hujan
berbeda-beda di setiap daerah.

3. Pengelolaan sumber daya air terpadu esensinya adalah menyeimbangkan seluruh
potensi. Keterpaduan antara hulu dan hilir tidak dapat dipisahkan. Air merupakan
ekosistem, sehingga penanganannya harus holistik. Daerah catchment area di hulu tidak
dibiarkan rusak.

4. Danau menjadi salah satu bagian dari ekosistem serta sumber air yang mempunyai nilai
ekonomi, sejarah, budaya, ekologis serta memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan
masyarakat di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Saat ini, beberapa danau di
Indonesia sudah dalam kondisi degradasi, baik berupa kerusakan daerah tangkapan air,
sempadan danau, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati,
penurunan kualitas air, peningkatan erosi,dan punahnya jenis biota endemik.

5. Untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan serta mengembalikan kondisi
danau maka diperlukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, serta harmonisasi antar
kementerian /lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lain nya yang
dilakukan secara terpadu melalui penyelematan danau prioritas nasional.

6. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang iklim bumi, terutama
perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti emisi gas rumah kaca dari
pembakaran bahan bakar fosil. Gas yang dilepaskan ini akan menangkap panas di
atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu global, yang menghasilkan berbagai
dampak negatif pada kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi.

7. Beberapa dampak negatif dari perubahan iklim menyebabkan bencana alam seperti
badai, kekeringan, dan banijir, yang dapat menyebabkan kerugian jiwa dan kerusakan
properti. Perubahan iklim juga mempengaruhi produktifitas pertanian dan keamanan
pangan, karena pola cuaca yang berubah membuat sulit untuk menanam tanaman dan
memelihara hewan ternak. Hal ini juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan
ancaman terhadap populasi manusia.

8. Untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim, perlu mengurangi emisi gas
rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara,
seperti mempromosikan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan
mengurangi deforestasi. Penting juga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim
dengan berinvestasi dalam infrastruktur yang dapat bertahan dalam peristiwa cuaca
yang lebih ekstrem dan dengan menerapkan kebijakan yang melindungi populasi rentan.
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